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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43
Tahun 2004 terhadap Penentuan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk
Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme penentuan denda
keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
cabang Blauran Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN
MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan
produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Pegadaian Syariah dengan kemunculannya tidak terlepas dari resiko
kerugian, sehingga diberlakukannya ganti rugi (Zawid). Penelitian ini berdasar
kepada kerangka pemikiran bahwa penentuan #a’wid harus sesuai dengan aturan
yang digunakan, dalam hal ini Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam. Dalam
pelaksanaannya, Pegadaian Syariah mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi
pada akad perjanjian, sedangkan dinyatakan dalam ketentuan khusus Fatwa DSN
MUI No 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (fa’wid) menyatakan bahwa
besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) di
Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dengan Teknik pengumpulan data
berdasarkan kepada wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan berupa
hasil wawancara, dokumentasi, dokumen, buku, dan internet yang disusun dan
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menuturkan dan
menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul untuk dapat membuat
gambaran mengani objek penelitian secara sistematis, serta untuk menganalisa
dan memecahkan masalah mengenai penentuan ganti rugi (7a’wid) dalam
pelunasan pembiayaan ARRUM Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi
(ta’wid) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya ta’wid apabila
kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa
kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan
pelunasan pembiayaan atau yang dikenal sebagai fa’wid (ganti rugi) menurut
Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang ta’'wid (ganti rugi), praktik tersebut
tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan
besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada
praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di
dalam akad.

Kata kunci: Ganti rugi (ta’wid), Pegadaian Syariah, Hukum Islam, Fatwa DSN-
MUI
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama rahmatan [il ‘alamin yang memberikan
kemudahan bagi manusia. Setiap manusia memiliki keterkaitan satu sama
lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang
memerlukan bantuan orang lain. Islam hadir dengan mengajarkan umat
manusia untuk saling tolong menolong antarsesama. Sesuai dengan firman

Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah ayat 5.

/"}/@@%@ é“§.°;° W //;//%'Iga S, s
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)!

Sedangkan bentuk tolong menolong sangatlah beragam bentuknya,
diantaranya berupa pemberian maupun berupa pinjaman. Dalam hal bantuan
berupa pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak
mengalami kerugian. Oleh sebab itu, kreditur diperbolehkan meminta barang

dari debitur sebagai jaminan terhadap pinjaman atau bisa disebut sebagai

hutang. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka

! Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 85.



barang jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut ada
dalam figh Islam yang dikenal dengan rahn atau gadai.’

Gadai (al-rahn) secara bahasa dapat diartikan sebagai al-thubut dan al-
habs (penahanan), yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah gadai
adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan Islam sebagai
jaminan atas adanya dua kemungkinan, yaitu untuk mengembalikan uang itu
atau mengambil sebagian dari benda tersebut.> Dapat diartikan juga sebagai
pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila
telah sampai waktunya tidak tebus, maka barang tersebut menjadi milik
orang yang memberi pinjaman).*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan harta milik
peminjam/yang berhutang sebagai jaminan yang diterimanya, atau akad
utang-piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai
jaminan, sehingga orang yang bersangkutan diperbolehkan mengambil utang.

Mengenai gadai dijelaskan dalam Q.S Albaqarah [2] 283
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Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka
hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)
akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).
Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhan-Nya), dan janganlah

2 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Islam Kontemporer (Jakarta: LSIK, 1997), 59.
3 Sayid Sabiq, Figh Sunnah, Jus 111 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 187.
4 Rahmat Syafei, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, tt), 159.



kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang kotor (berdosa hatinya) dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Albagarah: 283)°

Begitupula dengan Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah merupakan
lembaga keuangan Syariah nonbank yang memiliki beberapa produk berbasis
Syariah. Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
mengajukan pinjaman dengan memberikan barang jaminan. Beberapa produk
Pegadaian Syariah diantaranya adalah gadai emas, tabungan emas,
konsinyasi emas, dan masih banyak lagi.

Salah satu inovasi Pegadaian Syariah terdapat pada produk
pembiayaan yaitu pada produk Amum Haji. Produk ini pertama kali
dikeluarkan pada bulan April 2016, dengan maksud dan tujuan agar dapat
membantu umat muslim untuk mewujudkan rukun Islam yang kelima, yaitu
haji.

Produk Arrum Haji merupakan produk pembiayaan dari Pegadaian
Syariah yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan porsi haji dengan
jaminan emas seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah Rp7.000.000,-.
Selanjutnya nasabah mendapatkan pinjaman uang dari Pegadaian Syariah
sejumlah Rp25.000.000,- sesuai dengan biaya pendaftaran haji yang
ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.°

Pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dibayar secara

angsuran. Pegadaian Syariah memberikan opsi kepada nasabah yaitu 12, 24,

5 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemah, 38.

6 Besaran jaminan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung besaran taksiran harga emas pada
saat itu. Namun besaran jaminan emas intinya harus senilai dengan Rp 15.000.000,- yang
disyaratkan oleh Pegadaian Syariah.



36, 48, 60 bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu‘nah) per bulan
yaitu 0,95% x nilai taksiran jaminan. Saat nasabah melakukan akad Arrum
Haji, maka nasabah sekaligus membuka tabungan haji dan nomor porsi haji.”

Adapun syarat untuk mendapatkan produk Arrum Haji, nasabah harus
memenuhi beberapa syarat, diantaranya menyerahkan fotocopy KTP,
jaminan emas, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Setoran Awal Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (SBPIH), dan buku tabungan.®

Produk Arrum Haji menggunakan akad Qard, akad ini berupa
pemberian dana yang dipinjamkan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi
haji, dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana tersebut dalam
jangka waktu tertentu dengan adanya biaya wjrah yang harus dibayarkan
kepada Pegadaian Syariah. Selain itu, ada pula akad raAn. Dalam hal ini
nasabah memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang
dititipkan untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji. Pegadaian
Syariah sebagai murtahin pada akad rahAn mendapatkan wujrah sebagai
pergantian biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak dibayarkan secara
tunai. Hal tersebut sesuai dengan fatwa yang diatur oleh Majelis Ulama
Indonesia yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.
92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai al-rahn (al Tamwil

al Mauthugq bi al-rahn).’

" Brosur Arrum Haji Pegadaian Syariah
8 Ibid.
? Ibid.



Dalam pelaksanaan akad raAn dalam produk pembiayaan Arrum Haji,
terdapat penerapan ganti rugi. Ganti rugi (7a ‘wid) diterapkan kepada nasabah
yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang
dari akad dan menimbulkan kerugian bagi Pegadaian Syariah.

Kata al ta‘wid berasal dari iwadha (u=s) yang berarti ganti.'”
Sedangkan al/ ta‘wid secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar
kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi
akibat pelanggaran atau kekeliruan.!" Kerugian yang dimaksud adalah
kerugian yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta
kekayaannya, sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas,
ataupun manfaatnya.

Di Pegadaian Syariah cabang Blauran, fa‘wid dikenakan kepada
nasabah yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh
tempo tanpa mengetahui alasan nasabah terlebih dahulu. Ketentuan
mengenai fa‘wid dicantumkan dalam akad dengan besaran nilai a ‘wid sudah
diketahui sejak awal akad. Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi
(ta‘wid) pada produk baru Arrum Haji berdasarkan keterlambatan
pembayaran atau jangka waktu perhari sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya
angsuran tiap bulan. Sedangkan Fatwa DSN MUI dengan jelas menyebutkan

bahwa pemberian ganti rugi (#a‘wid) itu tidak boleh dicantumkan pada akad

10 Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Konstektual Arab-Indonesia (Depok: Gema
Insani, 2012), 420.

! Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87
melalui Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” dalam
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2013), 248.



dan kerugian itu harus berdasarkan kerugian yang riil, yang dapat
diperhitungkan dengan jelas dan bukan kerugian yang diperkirakan akan
terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah dalam
pelaksanaan penentuan ganti rugi (fa‘wid) pada produk Arrum Haji di
Pegadaian  Syariah. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat
ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di lapangan. Dari latar belakang
itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang menarik
judul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 43
TAHUN 2004 TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN
PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAIJI DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BLAURAN SURABAYA”

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis
akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan
permasalah yang ada, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembiayaan Armrum Haji pada Pegadaian Syariah
cabang Blauran Surabaya.

2. Bagaimana hukum pembiayaan Armrum Haji pada Pegadaian Syariah
cabang Blauran Surabaya.

3. Bagaimana ketentuan berakhirnya pembiayaan Arrum Haji pada

Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.



4. Bagaimana mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan
produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran
Surabaya.

5. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan denda
keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian
Syariah cabang Blauran Surabaya.

6. Bagaimana analisis fatwa DSN No. 43 Tahun 2004 terhadap penentuan
denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di

Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas guna mendapatkan penelitian
yang fokus pada judul tersebut, maka penulis membatasi penelitian ini pada

hal sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan
produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran
Surabaya.

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 43 Tahun
2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk
pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka inti dari

permasalahan tersebut yaitu:



Bagaimana mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan
produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran
Surabaya.

Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 43 Tahun
2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk

pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang mekanisme

penentuan denda dalam keterlambatan pelunasan pembiayaan, penulis

mencari gambaran penelitian yang berhubungan melalui penelitian terdahulu

yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian

yang dilakukan terdahulu.

1.

Skripsi berjudul Analisis Pengelolaan Dana 72 zir dan 7a‘wid bagi
Nasabah Wanprestasi pada PT. BRI Syariah oleh Arianto Saputra tahun
2014. Hasil dari penelitian ini tazir dikenakan kepada nasabah yang
mampu tetapi enggan memenuhi prestasinya dan menunggak
pembayaran dalam tingkatan yang belum dikategorikan sebagai
kolektibilitas macet. Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak.
Sedangkan za‘wid yang dikenakan kepada nasabah lalai merupakan
tindak lanjut dari nasabah yang tidak bisa menunjukkan bahwa nasabah
dalam keadaan force majeur. Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasan

praktik penentuan fa‘wid pada keterlambatan pelunasan pembiayaan,



selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan fatwa DSN-MUI No.
43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (za‘wid). Sedangkan perbedaan
terletak pada Analisis Hukum Islam dan juga Fatwa DSN MUI Nomor
17 Tahun 2000 sebagai analisis yang dipakai pada penelitian ini.

Tesis berjudul Analisis Pengelolaan Dana fa‘wid di BNI Syariah Kota
Semarang oleh Khoiro Aulit Taufiqo, SHI. tahun 2015. Hasil dari
penelitian ini adalah BNI Syariah Kota Semarang langsung mengenakan
biaya ta‘wid kepada nasabah pengguna Hasanah Card yang telat
melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo. Ketentuan
mengenai fa‘wid sudah dicantumkan dalam akad dan besarnya nilai
ganti rugi (7a‘wid) telah diketahui sejak awal akad. Parameter untuk
menentukan besaran fa‘wid didasarkan pada jangka waktu
keterlambatan pembayaran. Sehingga berdasarkan penelitian ini, maka
praktik tersebut dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan
tentang fa‘wid. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasan praktik penentuan
ta‘widpada keterlambatan pelunasan pembiayaan. Sedangkan perbedaan
dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ada pada penggunaan
analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 43 Tahun 2004, pada tempat
penelitian, serta objek penelitian.

Skripsi Pelaksanaan 7a‘wid pada produk CIMB Niaga Syariah Gold
Card di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung tahun 2013. Penelitian ini

bertujuan mengetahui prosedur pemberian CIMB Niaga Syariah Gold
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Card dan segala yang berkaitan dengan Syariah card tersebut serta untuk
mengetahui relevansi fa‘wid pada CIMB Niaga Syariah Gold Card
terhadap Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CIMB Niaga Syariah Gold Card
dalam hal penentuan biaya-biaya Syariah card itu telah disetujui
nasabah pada lembar akad di awal proses transaksi. Ditentukan
mengenai besaran /ate charge sebesar Rp 0,- dan besaran biaya ta‘wid
Rp 75.000,-. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, nilai za ‘wid dijadikan
nilai dari /ate charge untuk pengguna kartu jika terlambat membayar
kewajiban yang telah jatuh tempo. Penentuan fa‘wid ini tidak sesuai
dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah
Card, karena ta‘wid telah ditentukan di awal akad, hal tersebut tidak
boleh menurut fatwa karena merupakan nilai kerugian riil bukan nilai
kerugian yang diperkirakan. Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasan
praktik penentuan fa‘wid pada keterlambatan pelunasan pembiayaan.
Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ada
pada penggunaan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 54 Tahun

2006, pada tempat penelitian, serta objek penelitian.

Dari pemaparan ketiga peneliti tersebut disimpulkan perbedaan
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yaitu yang pertama hukum yang digunakan, dimana peneliti

disini menggunakan analisis hukum Islam dan juga menggunakan Fatwa



11

DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004. Kedua, lebih mengacu pada mekanisme
penentuan denda terhadap keterlambatan pelunasan pembiayaan Arrum Haji.
Ketiga, tempat penelitian, penulis disini mengambil pada Pegadaian Syariah
Blauran. Maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang praktik
penentuan denda terhadap keterlambatan pelunasan pembiayaan Arrum Haji,
yang terangkum dalam sebuah judul: “Analisis Hukum Islam dan Fatwa
DSN MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap Penentuan Denda Keterlambatan
Pelunasan Produk Pembiayaan Armrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya” Judul yang diajukan oleh penulis belum pernah dibahas
oleh orang lain, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam

sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini
yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan denda keterlambatan
pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang
Blauran Surabaya.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 43
Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk

pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
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F. Kegunaan Penelitian
Dari permasalah di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat
dan nilai guna untuk penulis ataupun pembaca, paling tidak penelitian ini
mengandung dua aspek yaitu:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah
pemahaman tentang ilmu yang dipelajari, mengetahui bagaimana
penerapan teori dalam praktik di suatu lembaga keuangan Syariah, serta
menambah wawasan guna menambah informasi dan pengetahuan hukum
Islam mengenai penentuan denda dalam Islam.
2. Secara Praktis
Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
masukan dalam upaya peningkatan Syariah di lembaga keuangan
Syariah, memberikan masukan kepada pegadaian Syariah agar
melakukan perkembangan, serta memberikan informasi dan bahan
perbandingan di bidang Muamalah.
G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahfahaman dan tidak menimbulkan
penyimpangan arah penulisan didalam tugas akhir ini, maka istilah yang
dimaksud dalam judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor
43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk

pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya”.
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Maka diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang berkenaan dengan

judul diatas, sebagai berikut:

1.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang terdapat pada sumber
hukum Islam yaitu Alquran dan Hadist yang berkaitan serta pendapat
para ulama’.

Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 yaitu tentang Ganti Rugi
(ta‘wid). Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 7a‘wid adalah suatu
denda yang dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena
kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Fatwa ini sesuai dengan
pembahasan pada penelitian ini.

Ta‘wid adalah suatu denda yang dikenakan atas nasabahyang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan keterlambatan dalam
melakukan pelunasan pembiayaan atau angsuran di setiap bulannya atau
melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan

menimbulkan kerugian pada pihak lain.

H. Metode Penelitian

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan

menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam

kegiatan akademik. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah

suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (zruth).'?

12 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 19-20
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Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema,
dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam
pelaksanaan penelitian.! Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis
dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.'

Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya untuk
memahami dunia dengan segala rahaisa yang terkandung di dalamnya untuk
mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi
suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya untuk
memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Untuk menguraikan
permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang analisis hukum Islam dan
fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda
keterlambatan pelunasan pembiayaan Armrum Haji di Pegadaian Syariah
cabang Blauran Surabaya. Maka penulis menggunakan metode kualitatif,
yang menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan subyek penelitian
dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang
baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan,
maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(field research) yaitu penelitian yang berlangsung
dimasyarakat/lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara

langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-

13 Kris H Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: ANDI, 2017), 5
14 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12
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fenomena yang ada didalam budaya setempat.'> Maka dalam hal ini
obyek penelitiannya adalah tentang praktik penentuan denda
keterlambatan pelunasan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
cabang Blauran.
2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah terletak di Pegadaian Syariah
cabang Blauran, Kota Surabaya. Pegadaian Syariah yang dimaksud
merupakan lembaga keuangan Syariah non bank yang menerapkan
sistem denda dalam produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan
penelitian ini.

3. Karakteristik Objek Penelitian

Produk Arrum Haji merupakan salah satu produk pembiayaan dari
Pegadaian Syariah yang memberikan manfaat berupa gadai emas guna
mendapatkan porsi haji. Untuk mendapatkan porsi haji tersebut peserta
pembiayaan diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya
sesuai kurun waktu yang telah disepakati. Penelitian ini dilakukan atas
dasar adanya ketidaksesuaian antara Fatwa Nomor 43 Tahun 2004
tentang Ganti Rugi (fa‘wid) dengan denda yang harus dibayar oleh
nasabah ketika ia melakukan keterlambatan dalam pelunasan
pembiayaan setiap bulannya. Besaran denda yakni jumlah 4% dari biaya
angsuran setiap bulannya yang dibagi 30 hari, hal tersebut bukanlah

ganti rugi riil yang dialami oleh Pegadaian Syariah, melainkan hanya

15 Kris H Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Y ogyakarta: ANDI, 2017), 13
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perkiraan yang telah dicantumkan di dalam akad dan harus disepakati di
awal perjanjian oleh nasabah pembiayaan. Penelitian ini dilakukan di
Pegadaian Syariah cabang Blauran dikarenakan merupakan cabang
Pegadaian Syariah Pusat yang ada di kota Surabaya yang dirasa mampu
memberikan data yang akurat, tepat, serta mencakup lingkup jumlah
nasabah yang tinggi dibandingkan cabang pembantu lainnya.
4. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud didalam penelitian ini adalah subyek
dari mana data diperoleh.'® Dan untuk memudahkan mengidentifikasi
data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara
lain:
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung
kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan
dengan interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari
keduanya.!” Wawancara dilakukan kepada nasabah yang pernah
melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang
Blauran Surabaya, manager Pegadaian Syariah cabang Blauran
Surabaya, serta staff dan pegawai Pegadaian Syariah cabang

Blauran Surabaya.

16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), 114.
17 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatit (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.
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b. Sumber Sekunder
Sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberi
informasi secara langsung pada pengumpul data seperti lewat
dokumen, orang lain, dan sebagainya.'® Sumber data sekunder yang
dimaksud terdiri dari:
1) Alquran dan Hadist
2) Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Ganti
Rugi (7a‘wid)
3) Muhammad Yazid, Figih Muamalah.
4) Hendi Suhendi, Figih Muamalah.
5) Masfuk Zuhdi, Masail Figiyah.
6) Choiruman Pasaribu Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam
Islam.
7) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah.
8) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.
9) Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Figh.
10) Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

13 Ibid.
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Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara
yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara
langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar
pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.!” Metode
ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari
nasabah yang pernah melakukan keterlambatan pembayaran
pembiayaan Armrum Haji. Dan melalui wawancara tersebut penulis
berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung
data utama yang telah diperoleh dari sumber primer. Adapun
narasumber yang dipilih untuk diwawancari dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1) Nasabah yang pernah melakukan pembiayaan Arrum Haji di

Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

Nasabah pembiayaan Arrum Haji menjadi salah satu
responden yang dipilih untuk memberikan informasi guna
keabsahan data pada penelitian ini. Dalam hal ini nasabah yang
dibutuhkan adalah nasabah yang telah atau sudah mengikuti
pembiayaan Arrum Haji, serta nasabah yang pernah atau sedang
melakukan keterlambatan pembayaran angsuran setiap
bulannya, sehingga dapat memberikan data mengenai denda

keterlambatan sesuai dengan objek penelitian.

19 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) 138
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Manager Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya

Manager Pegadaian Syariah cabang Blauran dipilih
menjadi salah satu responden untuk dapat memberikan
penjelasan mengenai keseluruhan mekanisme yang ada di
Pegadaian Syariah cabang Blauran, memberikan informasi
mengenai produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah cabang
Blauran beserta mekanismenya, serta memberikan data serta
izin penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Staff dan Pegawai Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya

Dalam hal ini staff yang dibutuhkan yaitu Customer
Service (CS) dan Kasir. Customer Service (CS) dipilih menjadi
salah satu responden dikarenakan adanya hubungan langsung
kepada nasabah. Customer Service (CS) melakukan hubungan
langsung dengan nasabah dalam hal akad pembiayaan Arrum
Haji serta pengurusan pendaftaran ibadah Haji, sedangkan
Kasir melakukan hubungan langsung dengan nasabah saat

melakukan angsuran setiap bulannya.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian

besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, brosur, surat

permohonan, laporan, dan foto.?’ Adapun sebagai pelengkapan

2 Ibid., 141.
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dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari
sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku,

internet, jurnal dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka

akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a.

Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang
meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.?!
Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan-
kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai
sumber-sumber studi dokumentasi.

Organizing adalah mengatur dan menyusun data sumber
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta
mengelompokan data yang diperoleh.’? Dengan teknik ini,
diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penentuan
denda atas keterlambatan pembiayaan Arrum Haji.

Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap
hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-

sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil

21 Chalid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

2 Ibid., 154.
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lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.?? Teknik ini digunakan
penulis dalam penulisan penyusunan pada Bab Keempat tentang
Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004
terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk
pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya.
7. Teknik Analisis Data
Hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh oleh penulis,
dan kemudian dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh
penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan
mendalam menggunakan syari’at Islam. Analisa data adalah
mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan
komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului
dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan
menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari
metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai
objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.?*
Berdasarkan data-data tentang mekanisme penentuan denda atas
keterlambatan produk pembiayaan Arrum Haji yang didapat dengan

mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian

2 Ibid., 195.
24 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
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dianalisis dengan pola pikir deduktif yang digunakan untuk
mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus
untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu
untuk mengetahui mekanisme penentuan denda atas keterlambatan
produk pembiayaan Arrum Haji.

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah
tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004
terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan
Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Maka
pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan
yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang dalam bab ini menjelaskan
unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu konsep rahn, Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004
dan konsep ganti rugi (fa‘wid). Dalam bab ini akan dibahas mengenai
pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta berakhirnya akad.

Bab ketiga memaparkan mengenai mekanisme penentuan denda
keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Armrum Haji di Pegadaian

Syariah cabang Blauran Surabaya. Bab ini membahas tentang penyajian
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data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian
lapangan yang berisikan tentang praktik pembiayaan Arrum Haji, latar
belakang terjadinya produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
cabang Blauran. Uraian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang
pertama.

Bab keempat berisi tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN
MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan
pelunasan produk pembiayaan Amrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya. Bab ini adalah bab yang membahas tentang analisis,
dimana penulis akan membahas serta menganalisis bab Ketiga dengan
analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004, yang
berisi tentang praktik pembiayaan di lapangan.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi yang
berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta memberikan
saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian

ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya



BABII

KAJIAN TEORI

A. Konsep Rahn

1.

Pengertian Rahn

Menurut bahasa, al-rahn (gadai) berarti al-thubut (tetap), al-habs
(penahanan),? al-dawam (lama), dan a/-luzum (harus).”® Adapula yang
menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.?’

Sedangkan menurut istilah syara’ ialah menaruh barang
(dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang
tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat)
melunasinya.?® Dalam definisi lain, rahn yaitu penitipan barang kepada
orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang
tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan

pinjamannya.?’

Dari kalangan ulama madhab Maliki mendefinisikan raAn sebagai
harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat
mengikat. Dari ulama madhan Hanafi mendefinisikannya dengan
“menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang

mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya

25 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

26 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 159.

27 Hendi Suhendi, Figh Muamalah. .., 105.

28 Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib (Surabata: Mutiara Ilmu, 1995), 161.
2 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 470.
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maupun sebagiannya®“. Madhab Syafi‘i dan Hanbali mengartikan rahn
dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan
utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang

berhutang tidak bisa membayar hutangnya.*°

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai
piutang atau suatu barang bergerak.’! Barang bergerak tersebut
diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai
utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.
Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang
yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah
diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak

dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.*?

Jadi dapat disimpulkan bahwa rahn adalah sebuah perjanjian
(akad) utang piutang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan
utang. Atau juga dapat dipahami bahwa rahn adalah menahan sesuatu
yang dapat diambil manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang
bernilai ekonomis sesuai pandangan syariah sebagai kepercayaan atas
harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau

sebagian dari barang itu.

30 Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid. 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van
Hoeve, 2003), 1480.

31 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-111 (Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2003), 297.

32 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Y ogyakarta: Ekonisia, 2003), 156.
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2. Dasar Hukum Rahn
a. Al-Qur’an

1) Q.S. al-Baqarah ayat 283

\jﬁ:‘;a}}'g/.;}'f \g;_" /.jig"‘ Jujﬁ L_,K\j,)& (lj LSL;VM{Q)

%
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para  saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.3?

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah Swt.
memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan
orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka
hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan
(gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya
upaya merasa tenang dalam melepaskan utangnya tersebut.
Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-
barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa

ada manfaat.3*

33 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 38
34 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5
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Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk
kepercayaan masing-masing pihak, sehingga gadai meyakini
bahwa pemberi gadai tidak memiliki itikad yang tidak baik.
Dan penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai akan
melakukan pembayaran untuk melunasi utang yang diberikan
oleh penerima gadai serta tidak melaikan jangka waktu

pengembalian utangnya itu. 3

Hadist

5

o\
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Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan

dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi

menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)”.3

[jma’

Para ulama telah sepakat bahwa rahAn itu diperbolehkan,
karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam
rangka hubungan antar manusia. Menurut jumhur ulama bahwa
gadai (rahn) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai
hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling
mempercayai.’’ Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya

gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang

33 Ibid., 6.

3¢ Bukhariy, Sahih Bukhariy, hadith no. 1926, Kitab: al-Buyu®.
37 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 161.
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menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi

keluarganya.3?

d. Kaidah Figih

EER S R U PO PR INE N IR

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil
yang menunjukkan keharamannya.?’

3. Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun Gadai (rahn)

Rahn (gadai) memiliki empat unsur, yaitu:*°

1) ‘Agid (orang yang berakad)
2) Marhun (jaminan/borg)
3) Marhun bih (utang)
4) Sighat
b. Syarat Gadai (Rahn)
Namun ada ulama yang lebih rinci dalam membahas tentang
syarat-syarat rahn, sebagai berikut :
1) ‘Aqgid
Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria a/-
ahliyah. Menurut madhab Safi‘i, ahliyah adalah orang yang telah

sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak

38 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah..., 8.

3 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

40 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, Ensikiopedi Figih Muamalah dalam Pandangan 4
Meazhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 174.
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disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang
sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari

walinya dibolehkan melakukan rahn.*!

Sedangkan menurut madhab Hanafi, ahliyah dalam rahn
seperti ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh
dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil
yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh
menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam
keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat

dipercaya.*

Marhun bih (utang)
Marhun bih adalah hak yang diberikan kepada rahin.

Madhab Hanafi memberikan beberapa syarat, yaitu :43

a. Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
b. Marhun bih memungkinkan untuk dibayarkan
c. Hak atas marhun bih harus jelas
Marhun (jaminan)
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin.
Para ulama figih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana

persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut

4l Rachmat Syafei, Figih Muamalah..., 162.

42 Ibid.
+ Ibid., 163-164
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boleh dijual untuk memenuhi hak murtahin. Madhab Hanafi

mensyaratkan marhun, antara lain haruslah:

a. Dapat diperjualbelikan
b. Bermanfaat
c. Jelas
d. Milik rahin
e. Bisa diserahkan
f. Tidak bersatu dengan harta lain
g. Dipegang (dikuasai) oleh rahin
h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
4) Sigat

Madhab Hanafi berpendapat bahwa sigat dalam rahn tidak
boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu atau
dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang.*
Madhab Hanbali, Maliki dan Safi‘i menyatakan bilamana syarat
itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat
itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan

tabiat akad rahn maka syaratnya batal.*®

4. Macam-macam Rahn
Terdapat 2 (dua) jenis akad rahn yang umumnya dikenal di dalam

Islam yaitu :

4 Ibid., 163.
4 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama), 252.
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Rahn hiyazi

Rahn hiyazi adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di
mana barang sebagai jaminan (marhun) dalam penguasaan pemberi
utang. Artinya posisi marhun dalam rahn hiyaziberada di tangan
pemberi utang. Contoh, Via mempunyai hutang 10 juta kepada Mia,
sebagai jaminan, Via menyerahkan motornya kepada Mia dan akan
diambil ketika sudah lunas.
Rahn takmini atau rahn rasmi

Rahn takmini atau rahn rasmiadalah akad rahn atas barang
bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan
sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan rahin sebagai
penerima hutang. Untuk rahn jenis ini lebih familiar disebut dengan
rahn tasjili*® Contoh, Via mempunyai hutang 10 juta kepada Mia,
sebagai jaminan, Via menyerahkan BPKB motornya tanpa
menyerahkan motornya kepada Mia dan akan diambil ketika sudah

lunas. Jadi, motor tetap dalam penguasaan Via.

5. Berakhirnya Akad Gadai (rahn)

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai

berikut:*’

46 Wahbah al-Zuhaili, al-figh al-Islami wa adillatuhu, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir,

2004), 84.

47 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, 178.
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Jaminan (marhun) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama memandang habis rahn jika murtahin
menyerahkan jaminan (marhun) kepada pemiliknya (rahin) sebab
borg merupakan jaminan hutang. Jika jaminan diserahkan, tidak ada
lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula rahn jika murtahin
meminjamkan jaminan kepada rahin atau kepada orang lain atas izin
rahin.

Dipaksa menjual jaminan

Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual jaminan,
atau hakim menjualnyajika rahin menolak.
Rahin melunasi semua utang.

Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya
rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Rahn dipandang habis jika jika murtahin membatalkan rahn
meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika
rahin yang membatalkannya.

Rahin meninggal

Menurut madhab Maliki, rahn habis jika rahin meninggal
sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal
jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.

Jaminan rusak
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h. Tasarruf
Rahn dipandang habis apabila jaminan di-fasarruf-kan seperti
dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.
B. Konsep 7a‘wid
1. Pengertian ta‘wid
Kata al-ta‘widberasal dari kata iwada yang berarti memberi ganti,
sedangkan al-ta‘wid secara Bahasa berarti mengganti (rugi) atau
membayar kompensasi. 48
“Ta‘wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat
pelanggaran atau kekeliruan™ Secara umum pengertian ta ‘wid adalah
menutup kerugian yang terjadi dikarenakan adanya pelanggaran atau
kekeliruan dengan adanya ketentuan terdapat kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas dalam suatu perjanjian tersebut dengan
upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan merupakan kerugian
yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluangan yang hilang.*’
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ganti rugi
merupakan suatu sanksi berupa pembayaran ganti rugi/pembatalan

akad/peralihan risiko oleh salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang

48 Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia (Surabaya: Kashiko, 2000), 449.

4 Wahbah al-Zuhaili dalam Adiwarman A. Karim, Maqgashid Bisnis dan Keuangan Islam:
Sintesis Fikih dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 156

50 Samnur Abdullah, Mekanisme Penetapan Ta’widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah
Card (Jakarta: Skripsi S1 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 90.
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sudah diperjanjikan.>! Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) padal 36 dan 38, yang berbunyi:

Pasal 36
Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena
kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.*?
Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

o0 e

Membayar ganti rugi;
Pembatalan akad;
Peralihan risiko;

Denda; dan/atau
Membayar biaya perkara.>>

Menurut prinsip umum syariah, diperbolehkan meminta suatu

ganti rugi apabila terdapat kerugian atau kerusakan dari pihak lawan

secara wajar. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan perolehan

jaminan dalam suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.

Maka ketika kerugian atau kerusakan tersebut timbul karena suatu

kesalahan pelanggan (nasabah), masuk akal bila sebuah lembaga

! Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22.

52 Tbid.
3 Ibid., 22-23.
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keuangan meminta sebuah ganti rugi dari pelanggan (nasabah)
tersebut.’*

Namun besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah harus
sesuai dengan kerugian riil (real loss) dan kerugian tersebut sudah pasti
dialami (fixed cost) dalam sebuah transaksi. Jadi tidak berupa perkiraan
kerugian yang akan terjadi karena adanya sebuah peluang yang hilang.>’

2. Dasar hukum ¢a‘wid
a. Al-Qur’an

1) Q.S.al-Ma’idah ayat 1

—m

25580, 31 1T 20 T g

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.>®
Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap

orang harus memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan tanpa
adanya penundaan dalam pembayaran apabila dalam keadaan
mampu, serta janganlah merugikan pihak lain dalam hal
transaksi. Apabila terjadi kerugian dibalas dengan kerugian
yang dapat diterima.

2) Q.S. al-Isra’ ayat 34

da °
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Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabnya.>’

5% International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Sistem Keuvangan Islam:
prinsip dan Operasi, terj. Ellys T (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 290.

55 Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi.

3¢ Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah..., 84.

7 Ibid., 327.
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Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan umat manusia
agar memenuhi janji, baik berupa perjanjian kepada Allah
maupun sesama manusia. Perjanjian yang telah disepakati harus
dilaksanakan sesuai hukum dan aturan yang berlaku, sehingga
apabila terdapat pihak yang melanggar maka akan mendapatkan
balasan yang setimpal.

3) Q.S. al-Bagarah ayat 194

] To & 39 C 2t ) ° 7 S0 (% 2t ) z
Ol 1sidely &l 12515 0 (S (edie) G Jig e 15000 (ST (eis) jas
il &

Maka seranglah ia seimbang dengan serangannya
terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah,
bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.>®

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam harus

berbuat adil, sekalipun itu kepada kaum musyrik. Sehingga
kerugian yang diterima dibalas sesuai dengan kerugian yang
dialami.

4) Q.S. al-Baqarah ayat 279-280

s, 22t S o A £ 0 2 2 LAWT < NG
e \)im Ol £ B Q) sk Bhs : 53 OB 01550 gallas NIRTEAIARN
da
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Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan
jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka
berilah Tangguh sampai dia berkelapangan, dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.>

58 Tbid., 23.
% Ibid., 37.
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b. Hadist®

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

’; z
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Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram.
c. Kaidah Figh

a0 Je i Jis s de o 3 U s e )

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil
yang menunjukkan keharamannya.5!

3. Ganti Rugi menurut Ulama
Menurut Yeni Salma, ganti rugi adalah salah satu bentuk
ketentuan khusus mengenai terjadinya kerugian atas akad-akad yang
dilakukan oleh bank Syariah dan nasabah.®?
Dalam Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti
Rugi (ta‘wid) telah membolehkan Ganti Rugi (7a‘wid) sebagaimana
dijelaskan didalamnya. Ketentuan hukum tersebut berdasarkan dalil-

dalil berikut:

60 Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 7a’widh (Ganti Rugi)

1 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

62 Yeni Salma Barlinti Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 269
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Pendapat Ibnu Qudamah dalam a/-Maghni, juz TV, halaman 342,
dalam penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian
(dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan,
atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur
(melakukan perjalanan), perlu kita prhatikan sebagai berikut.
Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya
dari perjalanan--misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur
masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tmpo utang pada
bulan Muharram atau Dzulhijjah-maka kreditor boleh melarangnya
melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita
kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada
saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabia debitur menunjuk penjamin
atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya
pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut,
karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.

Juga pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman Damsyiq:

Dar al-Fikr, 1998:

Ta‘wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat
pelanggaran atau kekeliruan”. Ketentuan umum yang berlaku pada
ganti rugi dapat berupa:

i. Menutup kerugian dalam bentu benda (dharar, bahaya), seperti
memperbaiki dinding. ..

ii. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti
semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda
yang dipecahkan menjadi utuh kembali, apabila hal tersebut
sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang
sama (sejenis) atau dengan uang.” Sementara itu, hilangnya
keuntungan dan terhadinya kerugian yang belum pasti di masa
akan dating atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan
hukum figh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti
rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan
konkret  serta  berharga  (diizinkan  syariat  untuk
memanfaatkannya).®3

63 Wahbah al-Zuhaili dalam Adiwarman A. Karim, Magqashid Bisnis dan Keuangan Islam.
Sintesis Fikih dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 156
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Pendapat ‘Abd al-hamid Mahmud al-Bali, Mafahim Asasiyyah fi

al-Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-

Islami, 1996:

Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan
pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari
keterlambatan pembayaran tersebut.

Pendapat ulama yang membolehkan fa‘wid sebagaimana dikutip

oleh ‘isham Anas al-Zaftawi, Hukm al-Gharamah al-maliyah fi al-Figh

al-Islami, al-Qahirah: al-Ma’had al-°Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

Kerugian harus dihilangkan karena berdasarkan kaidah Syariah
dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan
penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda
pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang
dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu,
seyogyanya status hukumnya sama, yaitu bahwa pelaku ghashab
bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama
masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus
menanggung harga (nilai) barang tersebut apabila rusak.

4. Fatwa dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004

1. Fatwa

a) Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa

dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti nasihat, jawaban, petuah,
pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau /egal/

opinion. Dalam E. J Brill’s First Encylopaedia of Islam, fatwa adalah

% Ibid., 157.
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A fatwa is formal legal opinion given a mufa or canon lawyer of

standing, in answer to a question submitted to him either by a

judge or by a private individual. On the basis of such an

“opinian a judge may decide a case or an individual may

regulate his personal life.%°

Menurut  Yusuf Qardhawi fatwa secara syara’ adalah
menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban
dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya
jelas maupun tidak.

Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (/ega/
opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta
fatwa (imustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau
masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan

kepadanya.

Dari beberapa pengertian fatwa diatas, ada beberapa unsur-

unsur dalam proses pemberian fatwa®®, yaitu:

a) Al ifia atau al futya merupakan kegaiatan menerangkan hukum
syara’ (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah

diajukan.

85 E. J Brill’s First Encylopedia of Islam 1913-1936, vol 3 (Leiden, New York, Koln E.J. Brill,

1993), 92

% Yeni Salma Barlinti Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66
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b) Mustafti merupakan individu atau sekelompok yang mengajukan
pertanyaan atau meminta fatwa.

¢) Mufti merupakan orang yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.

d) Mustafit Fih merupakan peristiwa, masalah, kasus atau sebuah
kejadian yang ditanyakan status hukumnya.

e) Fatwa merupakan jawaban hukum dari sebuah masalah, peristiwa,
kasus atau kejadian yang ditanyakan.®’

2. Dasar Hukum Fatwa

a) Q.S Yusuf (12) ayat 43

s B o,

par LR g § e 0 BHSTE e ol o o 3 AU UG
°’/‘°“L/)°;j %Q‘dbgjddﬁ\ LJ'\L@-’LJ - - /3}_3

Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya),
“sesungguhmya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi
betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina
yang kurus, tujug tangkai (gandum) yang hijau dan (tujug
tangkai) lainnya yang kering. Wahai orangt yang
terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil
mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.®8

b) Q.S Ash-Shffat (37) ayat 11

oY b s dnls € s na gl s Aaf AT s gmaed
Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah):
“Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa
yang tellah kami ciptakan itu? “Sesungguhnya telah
menciptakan mereka dari tanah liat.®
¢) Hadist Abu Daud dan Nasa

7 Tbid
68 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 192
% Ibid., 356
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Dari Ibnu Abbas’ r.a bahwa Sa’ad bin Ubadah r.a minta
fatwa kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sebagai
berikut: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal
beliau mempunyai kewajiban nadar yang belum
ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW  menjawab:

“Tunaikanlah nadar itu atas nama ibumu.” (H.R Abu Daud
dan Nasai)

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004
1)  Latar Belakang Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004
Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 menjelaskan tentang
Ganti Rugi (ta‘wid). Adapun Dewan Syariah Nasional-MUI
mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa pertimbangan,
diantaranya adalah:

1) Menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada
riba, serta mengenai denda finansial yang dilakukan oleh
lembaga keuangan konvensional;

2) Mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau
kelalaian dengan adanya penundaan pembayaran sehingga
melanggar perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang
melakukan transaksi dalam LKS;

3) Melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik
nasabah maupun LKS, sehingga tidakada satu pihak yang
dirugikan haknya;

4) Menunjukkan kerugian yang benar-benar dialami secara riil
oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang
menimbulkan kerugian tersebut;

5) Adaya permintaan dari pihak yang bertransaksi di LKS untuk
adanya fatwa dari DSN-MUI mengenai ganti rugi yang
diakibatkan oleh adanya penunda-nundaan pembayaran dalam
kondisi mampu;

6) Adanya upaya melindungi para pihak yang bertransaksi’®

70 Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 7a’'widh (Ganti Rugi)
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2) Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang fa‘wid (Ganti Rugi)

memutuskan beberapa point yaitu diantaranya:

Pertama : Ketentuan Umum

1.

Ganti rugi (fa‘wid) hanya boleh dikenakan atas
pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian
melakukan sesuatu yang menyimpang dari
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada
pihak lain.

Kerugian yang dapat dikenakan fa‘wid adalah
kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan
jelas.

Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan
dalam rangka penagihan hak yg seharusnya
dibayarkan.

Besar ganti rugi (¢a ‘wid) adalah sesuai dengan nilai
kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed
cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian
yang diperkirakan akan terjadi (potential [oss)
karena adanya peluang yang hilang (opportunity
loss atau al-furshah al-dha-i’ah).

Ganti rugi (fa‘wid) hanya boleh dikenakan pada
transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang
(dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan
ijarah.

Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti
rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau
salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian
keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua :Ketentuan Khusus

1.

Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS
dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak
yang menerimanya.
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Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai
dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya
tergantung kesepakatan para pihak.

Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan
dalam akad.

Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas
biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat
proses penyelesaian perkara.

: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,
maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan  diubah dan  disempurnakan
sebagaimana mestinya.



BAB III
GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH
A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran
1. Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan
Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan
yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali
didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.7!

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan
Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan,
dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian
asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (/iecentie
stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi
menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang
menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode
liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian
diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi
kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth
stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana
pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam

menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda

"I Pirgon Matua, Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, (Jakarta: 2003), hal.1

45
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menerapkan apa yang disebut dengan “cultuur stelsel” dimana dalam
kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya
kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat
memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia
Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901
yang mengatur bahwa wusaha Pegadaian merupakan monopoli
Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara
pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April
diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi yang
disebut dengan “Jawatan”. Pada masa pendudukan Jepang, gedung
Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya
162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan
Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak
perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi
kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan
Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan
Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San
dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa
awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian

sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang
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kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa
Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang.

Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian
kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali
berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari
1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(perpu) No. 19 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 178
Tahun 19617%, kemudian berdasarkan PP.No0.7/1969 menjadi Perusahaan
Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.N0.10/1990 (yang
diperbaharui dengan PP.N0.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan
Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13
Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51
yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum
Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian. Peningkatan bisnis
Gadai Syariah meningkat Secara signifikan, perkembangan Pegadaian
Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah

menunjukan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali dirikanya

72

www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2019
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Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 diunit
layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur.

Dalam peresmian khususnya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya
yang mana langsung didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama
Kantor Wilayah Perum Pegadaian Surabaya Bapak Deddy Kusdedy, SE.
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini diresmikan pada
tanggal 1 April 2006. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya juga
merupakan Cabang dari kantor wilayah perum Pegadaian yang terletak
di J1. Dinoyo No. 79 Surabaya.”

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Blauran diharapkan menjadi
solusi yang tepat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan
cara dan transaksi yang sesuai syariat Islam. Khususnya masyarakat
yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang berada disekitar
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Profil Perusahaan

Nama : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran
Surabaya

Alamat : J1. Kranggan 80 C, Surabaya

Kode Pos : 60174

Telepon :(031) 99246656

Tahun Berdiri : 2006

Situs Web : www.PegadaianSyariah.co.id

3 Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
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3. Visi dan Misi’
a) Visi
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang
selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu
menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
b) Misi

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan
selalu memberikan pembinaan terhadap wusaha golongan
menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian
dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap
menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan
usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c) Motto
Pegadaian Syariah mempunyai motto yaitu mengatasi
masalah tanpa masalah. Pegadaian Syariah memberikan kemudahan
dalam mengatasi kita dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan
uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam

memperoleh pinjaman. Pegadaian Syariah menfasilitasi warga untuk

4 www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 10 Mei 2019
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dapat memperoleh pinjaman tersebut dengan praktis dan cepat

dengan menjaminkan sebagai harta yang dimiliki

4. Struktur Organisasi dan Job Description
a) Bagan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran
Surabaya

Struktur  organisasi  disusun dengan  membagikan,
mengelompokkan dan mengkoordinasikan tugas secara formal
yang ada dalam sebuah organisasi. Jadi dengan kata lain struktur
organisasi adalah suatu susunan yang terstruktur yang digunakan
sebagai landasan dalam suatu organisasi. Berikut ini merupakan

struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya’>

PIMPINAN CABANG
Achmad Zainuddin, SE.

|
L ASISTEN MANAGER CABANG ’

Wuwuh A.

|
v v

‘ PENAKSIR ’ ‘ PENAKSIR ’

Nurul Laeliyani Eka
CUSTOMER SERVICE
Hapsari Wijaya
l v l
KASIR KASIR PENYIMPAN
Hardika Fita A. Zelika Achmad Tuffarich

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya

5 Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
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b) Job Description
Berikut merupakan job description yang ada di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya:’¢
1) Manager Cabang
a) Mengelola operasional cabang
b) Menyusun program kerja operasional Cabang agar sesuai
dengan visi dan misi perusahaan
¢) Mengkooridnasikan  kegiatan  penaksiran =~ Marhun
berdasarkan peraturan yang berlaku
d) Mengkoordinasikan penyaluran Marhun bih
e) Mengkorodinasikan pengelolaan Ijarah dan Rahn sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan asset
professional
2) Asisten Manager Cabang (AMC)
a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan
mengawasi kegiatan operasional usaha gadai
b) Menangani barang jaminan bermasalah
¢) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram
terhadap barang jaminan yang masuk
d) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan

mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban

76 Wuwuh, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
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dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan

opersional kantor Cabang

3) Penaksir

4)

5)

a)

b)

d)

Memberikan pelayanan kepada Rahin dengan cepat,
mudah dan aman

Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Memberikan perhitungan kepada pimpinan Cabang
penggunaan pinjaman gadai oleh Rahin berkaitan dengan
biaya administrasi dan jasa simpan

Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Customer Service Officer (CSO)

a)

b)

Memberikan kepuasan pelayanan kepada Rahin apabila
terdapat keluhan atau masalah yang sedang dihadapi
Membantu menyelesaikannya dengan mencari jalan

keluar masalah tersebut.

Kasir

a)
b)

¢)

d)

Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja

Menerima modal kerja harian dari atasan

Menyiapakan uang kecil untuk kelancaram pelaksanaan
tugas

Melaksanakan penerimaan pelunasan Marhun bih dari

Marhun
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6) Penyimpan
a) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeiharaan dan
pengeluaran serta pembukuan Marhun
b) Menerima Marhun selain barang kanting untuk disimpan di
Gudang
¢) Secara berkala memeriksa keadaan Gudang penyimpanan
Marhun
d) Menyusun sesuai urutan nomor surat bukti rahn
Produk-produk Pegadaian Syariah cabang Blauran
Pegadaian Syariah memiliki produk-produk unggulan
diantaranya yaitu produk Gadai Syariah, Rahn Hasan, Rahn Tasjily
Tanah, ARRUM haji, ARRUM BPKB, Tabungan emas, Konsinyasi
Emas, Mulia, Amanah, Multi Pembayaran Online (MPO), Kiriman
Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA), Krasida, Jasa
Taksiran, dan Jasa Titipan.”” Adapun rincian dari produk-produk
tersebut adalah sebagai berikut:’®
a. Gadai Syariah
Pembiayaan rahn (gadai Syariah) di Pegadaian Syariah
merupakan produk dengan system pemberian pinjaman secara
gadai yang berdasar kepada penerapan syariat Islam. Pegadaian

Syariah Cabang Blauran menerima gadai dengan barang jaminan

"7 Hapsari Wijaya, Customer Service, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
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berupa emas/perhiasan. Nasabah wajib melakukan pembayaran
jasa simpan atas barang jaminan tersebut yang ditambahkan pada
hutang pokok nasabah yang diangsur sesuai kemampuan nasabah.
Rahn Hasan

Pegadaian rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan
akad gadai/rahn mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000
tanpa biaya pemeliharaan (mu nah pemeliharaan).
ARRUM Haji

Pembiayaan Arrum haji pada Pegadaian Syariah ialah
layanan yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan
pembiayaan haji. Dengan jaminan emas minimal senilai tujuh
juta rupiah plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji,
uang pinjaman dua puluh lima juta rupiah dalam bentuk
tabungan haji.
ARRUM BPKB

Pembiayaan ARRUM (Ar-rahn untuk usaha mikro) pada
Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk
mendapatkan modal wusaha dengan jaminan kendaraan.
Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan
untuk mendukung usaha sehari-hari.
Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan

emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan
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ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
berinvestasi emas.
Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di
Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah
lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil
penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab
itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.
MULIA

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada
masyarakat secarai tunau atau angsuran dengan proses mudah
dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative
pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa
depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya
pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan
pribadi.
Amanah

Pembiayaan amanah darri Pegadaian Syariah yaitu
pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun
pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara

angsuran
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Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran
berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum,
pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.
Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang
memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi
tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA)

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA)
adaalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan
luar negeri dengaan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan
beberapa remiten berskala internasional. KUCICA merupakan
solusi terpercayaa untuk kirim dan terima uang kapanpun dan
dimanapun secara instan, cepat dan aman.

Krasida

Krasida yaitu kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang
diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
untuk pengembangan usaha system gadai. Krasida merupakan
solusi terpercaya untuk mendapat fasilitas kredt yang cepat,
mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas.

Jasa Taksiran
Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin

mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian
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an batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis.
Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas
suatu barang berharga yang dimilikinya dengan biaya yang
relative ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak
menngalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.
m. Jasa Titipan
Jasa titipan yaitu layanan kepada nasabah yang ingin
menitipkan barang berharganya yang dimiliki seperti perhiasan
emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor
dengan biaya terjangkau.
B. Mekanisme Penentuan Denda pada Produk Pembiayaan ARRUM haji di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
Produk pembiayaan Amrum haji merupakan layanan produk
pembiayaan dari perusahaan Pegadaian Syariah guna memberikan pinjaman
kepada rahin guna memberikan dana bantuan bagi masyarakat yang ingin
melaksanakan ibadah haji. Produk pembiayaan Arrum haji ini dikeluarkan
oleh Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2016.7°
Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya memberikan layanan
pendaftaran haji ini guna membantu para nasabah yang akan melakukan
ibadah haji. Selain itu, Pegadaian Syariah memberikan wadah bagi

masyarakat yang mengaitkan nilai investasi dengan ongkos naik haji. Oleh

7 Wuwuh, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
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karena itu, Pegadaian Syariah memberikan produk Amrum haji untuk
keperluan ibadah haji.

Dikarenakan tidak diperbolehkannya dana talangan haji, dapat
dikatakan bahwa produk pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah ini
merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji
namun terhalang oleh biaya atau belum dimilikinya tabungan sesuai target
biaya pemberangkatan haji. Berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-
MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamlik al-Mautsuq
bi al-rahn), produk pembiayaan ARRUM haji merupakan layanan yang
memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.%® ARRUM haji
merupakan pembiayaan konsumtif bagi nasabah yang membutuhkan dana
untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH).%!

ARRUM haji merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh
Pegadaian Syariah Cabang Blauran yang diperuntukkan bagi nasabah yang
akan menunaikan ibadah haji, dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang
Blauran membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan
menggadaikan emas atau logam mulia seberat 15 gram atau senilai dengan
Rp 7.000.000, nasabah akan segera mendapatkan porsi haji dengan
Pegadaian Syariah memberikan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000 dalam

bentuk tabungan haji.?

80 https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162 diakses pada 20 Mei 2019
81 Wuwuh, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
82 https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162 diakses pada 20 Mei 2019
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Menurut Ibu Wuwuh A, produk pembiayaan Arrum Haji ini cukup
diminati oleh masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah nasabah
yang tercatat menggunakan produk pembiayaan Armrum Haji hingga akhir
tahun 2018 ini tercatat ada 84 orang nasabah yang mendaftar di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya.®’ Berikut adalah rincian daftar nasabah
Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya periode 2016-

2018:

Tabel 3.1 Daftar nasabah Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
periode 2016-2018

No | Bulan Akad | Tahun Akad | Jumlah Nasabah
1. | Mei 2016 2
2. | Juli 2016 7
3. | Mei 2017 2
4. | Juni 2017 5
5. [ Juli 2017 5
6. | Oktober 2017 6
7. | November 2017 5
8. | Januari 2018 2
9. | Februari 2018 2
10. | Maret 2018 2
11. | April 2018 6
12. | Mei 2018 13
13. | Juli 2018 3
14. | Agustus 2018 7
15. | September 2018 4
16. | Oktober 2018 5
17. | November 2018 5
18. | Desember 2018 3

Jumlah 84

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang

mengajukan pembiayaan Arrum Haji adalah sebagai berikut:34

8 Wuwuh, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
84 Hapsari Wijaya, Customer Service, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
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Beragama Islam.

Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar.

Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai domisili atau identitas lain
yang sah.

Memiliki kartu keluarga.

Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah
atau ijasah.

Usia rahin pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh) tahun.

Memiliki pas foto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Adapun proses yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan

pembiayaan Armum Haji di Pegadaian Syariah Blauran adalah sebagai

berikut:

1)

Gambar 3.2 Alur Pembiayaan Arrum Haji

€10 @421 @

Nasadah mengauhan Marhun emas dtakss Nasabah ke Bana untue Nasadah ke keme A, ‘uu b '~¢ yerahean
Arrum Map LhYl‘ MEMPEro r\APF mempers
pory SW“ aN-.\ lv,;n

Keterangan:®°

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ARRUM haji dengan
menyertakan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak

Pegadaian.

85 https://pegadaiansyariah.co.id/
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2) Nasabah menyerahkan jaminan berupa uang senilai Rp. 7.000.000 atau
emas seberat 15gram yang nantinya emas tersebut akan ditaksir oleh
pihak penaksir di Pegadaian Syariah.

3) Nasabah pergi ke Bank untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang
langsung dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Dalam hal ini
nasabah akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah menuju bank
terdekat. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah,
Bank Mega Syariah.

4) Nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon
jamaah haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH.

5) Nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan ke Pegadaian
Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran angsuran sesuai
dengan akad yang dilakukan.

Berikut ini adalah proses pada saat awal akad sampai pengembalian
seluruh pinjaman oleh nasabah yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah
Cabang Blauran Surabaya:

1. Biaya pada saat awal akad

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pada saat awal akad
yaitu:

a. Biaya administrasi sebesar Rp. 270.000

8 Hapsari Wijaya, Customer Service, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
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b. Biaya setoran awal sebesar Rp. 500.000, setoran awal ini akan
digunakan untuk pembukuan tabungan haji di bank yang sudah
bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

c. Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah biaya atau upah yang dibebankan
kepada nasabah untuk keperluan asuransi. Besar Imbal Jasa Kafalah

tersebut tergantung dari jangka waktu yang diambil oleh nasabah.

Tabel 3.2 Besaran Imbal Jasa Kafalah

Jangka Biaya Setoran
Waktu Administrasi Pembukuan LS Jumlah
Tabungan

12 bulan | Rp 260.000 Rp 500.000 | Rp 70.000 | Rp 840.000
24 bulan | Rp 260.000 Rp 500.000 | Rp 112.500 | Rp 882.500
36 bulan | Rp 260.000 Rp 500.000 | Rp 175.000 | Rp 945.000
48 bulan | Rp 260.000 Rp 500.000 | Rp 265.000 | Rp 1.035.000
60 bulan | Rp 260.000 Rp 500.000 | Rp 412.000 | Rp 1.182.500

Sumber : disarikan dari data Arrum Haji 2017

Biaya angsuran per bulan dan tahun
Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah per bulan dan
pertahunnya yaitu sebagai berikut:

a. Angsuran pokok yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah
yang besarnya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah diambil
oleh nasabah.

b. Mu’nah adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk

keperluan pemeliharaan barang jaminan atau biaya atas penjagaan
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barang jaminan. Dalam pelaksanaan produk ARRUM Haji, nasabah

dibebankan untuk membayar mu’nah (biaya pemeliharaan barang

jaminan). Besar mu’nah yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp.

252.806 per bulan. Untuk perhitungan mu’nah sendiri yaitu sebagai

berikut:

0.95% x taksiran x jangka waktu

Berikut ini adalah rincian biaya yang harus dibayar setiap

bulannya:®’

Tabel 3.3 Rincian Biaya Bulanan

Janeka Angsuran Jumlah Jumlah

wal%tu Pﬁkok Mu'nah Angsuran per | Angsuran per
Bulan Tahun

12 bulan | Rp 2.083.394 | Rp 252.806 | Rp 2.336.200 | Rp 28. 034.400

24 bulan | Rp 1.041.794 Rp 252.806 | Rp 1.294.500 | Rp 31.070.400

36 bulan | Rp 694.494 Rp 252.806 | Rp 947.300 | Rp 36.102.800

48 bulan | Rp 520.894 | Rp252.806 | Rp 773.700 | Rp 37.137.600

60 bulan | Rp416.794 | Rp 252.806 | Rp 669.500 | Rp 40.176.000

Sumber : disarikan dari data ARRUM Haji 2017

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya, produk pembiayaan

ARRUM Haji pun tidak luput dari adanya kendala atau resiko. Menurut

Asisten Manager Cabang, adapun resiko yang paling sering dialami oleh

pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yaitu adanya nasabah

yang terlambat mengangsur atau nasabah meninggal dunia.®® Apabila

87 Hapsari Wijaya, Customer Service, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
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nasabah tersebut meninggal dunia maka ahli warisnya berhak untuk
mengambil alih pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pegadaian
Syariah. Tetapi apabila nasabah terlambat membayar angsuran setiap bulan
pada jatuh tempo yang telah ditentukan, maka Pegadaian Syariah Cabang
Blauran memberikan fa’wid (denda) kepada nasabah. Dana fa’wid tersebut
dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana
Kebajikan Umat (DKU). Adapun perhitungan ta’wid per hari adalah:

4% x cicilan pokok perbulan x mu'nah per bulan
30

Berikut merupakan contoh pembiayaan Armrum Haji di Pegadaian
Syariah yang dilakukan oleh nasabah dengan sebutan nasabah X. Melalui
Pegadaian Syariah cabang Blauran, nasabah X mengajukan permohonan
pembiayaan Arrum Haji sebesar Rp 25.000.000,00 dengan menyerahkan
jaminan berupa emas mulia seberat 15 gram. Nasabah X melakukan
pembiayaan selama jangka waktu 36 bulan terhitung mulai 10 November
2016 sampai 10 November 2019 kepada Pegadaian Syariah cabang Blauran.
Perjanjian (akad) disepakati oleh kedua belah pihak, nasabah X bersedia
membayar biaya-biaya yang telah tercantum dalam akad dan disepakati
bersama, diantaranya yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan. Nasabah X
wajib membayar biaya pemeliharaan barang jaminan (mu’nah) sebesar Rp
Rp 252.806,00 per bulannya. ditambah dengan biaya awal akad yang
meliputi biaya administrasi, Imbal Jasa Kafalah (IJK) serta biaya setoran

awal dengan jumlah sebesar Rp 945.000.000,00 yang dibayarkan saat
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pencairan uang pinjaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasabah X harus
membayar angsuran per bulan sebesar Rp Rp 947.300,00, sesuai dengan
ketentuan pada tabel yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cabang Blauran.
Adapun perhitungan ganti rugi (7a’wid) perhari:

4% x Rp 947.300
30

= Rp 1.263,00

Hasil dari wawancara dengan asisten manager Pegadaian Syariah
cabang Blauran menyatakan bahwa dana yang didapat dari hasil ganti rugi
(Ta’wid) dari nasabah tersebut digunakan untuk orang yang membutuhkan
atau sebagai dana kebajikan umat. Jadi dapat dikatakan bahwa uang tersebut

tidak menjadi pendapatan perusahaan atau untuk memperkaya perusahaan.®’

8 Wuwuh, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 43 TAHUN 2004
TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PEMBIAYAAN
ARRUMHAIJI DI PEGADAITAN SYARIAH BLAURAN SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan
Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

Guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yaitu berupa
kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya
ketidakadilan melalui praktik riba dan gharar, keberadaan Pegadaian Syariah
sejak tahun 2003 dirasa hal yang sangat tepat guna.”’

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang kegiatan
operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sebagaimana telah
diketahui bahwa setiap produk yang berbasis syariah tentunya memiliki
karakteristik yang haruslah terhindar dari riba. Oleh karena itu, dalam
kegiatan operasionalnya setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah cabang
Blauran Surabaya memiliki payung hukum serta mendapatkan pengawasan
dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui
akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian
menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh
Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya

biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya

% Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di
Indonesia (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 3.
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perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini maka
dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai
jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.°!

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian
Syariah cabang Blauran Surabaya mengatakan bahwa produk Arrum Haji ini
sangat diminati oleh masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah,
maupun kalangan atas terbukti dengan banyaknya jumlah nasabah yang telah
mendaftar di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.®?

Dalam pelaksanaannya, produk Arrum Haji menggunakan akad rahn.

Pada hakikatnya, fungsi dan akad rahn telah dijelaskan dalam ayat Alqur’an

yang berbunyi:

//; o, o F 0. 2”/»#’3«;3,’.’/1,, PR LE
EBUEKY WEN Y M el ‘)\59 Aoy Oas Ly lg s (lj gy le.c \’;"fdl)
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada hakikatnya gadai memiliki

sifat-tolong menolong dan sifat amanah yang merupakan beberapa sifat yang

%' Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2013), 280.
2 Wuwuh, Asisten Manager Cabang, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019
9 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 38
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termasuk bentuk muamalah, khusunya produk-produk di Pegadaian Syariah.
Begitu pula dengan produk Arrum Haji, dengan tujuan membantu nasabah
yang akan melakukan ibadah haji, Pegadaian Syariah memberikan pinjaman
sebesar biaya pendaftaran haji dengan syarat nasabah harus memberikan
barang jaminan berupa emas kepada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah
mendapatkan imbalan berupa biaya administrasi, Imbal Jasa Kafalah (IJK),
biaya pemeliharaan barang gadai dan asuransi barang gadai. Hal tersebut
sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad atau
perjanjian yang menggunakan akad rahn.

Pada dasarnya setiap akad atau perjanjian yang disepakati oleh nasabah
dan Pegadaian Syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan
bersama atau dengan itikad yang baik, namun kenyatannya akad sering kali
dilanggar oleh salah satu pihak, dalam hal ini nasabah. Hal tersebut harus
diselesaikan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah berhak memberikan sanksi bagi
nasabah yang tidak atau terlambat melakukan pembayaran pinjaman agar
tidak memberikan mudarat bagi semua pihak kecuali apabila nasabah
mengalami force majeure.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) 280 yang
berbunyi:

os o A s
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Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
Tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Dalam ayat tersebut dapat dinyatakan bahwa jika pihak yang
berhutang tersebut berada dalam kesukaran, maka berilah dia waktu jatuh
tempo hingga dia sanggup membayar hutangnya. Sebaliknya, apabila yang
berhutang berada dalam keadaan lapang, maka ia wajib membayar
hutangnya.

Begitu juga apabila nasabah terlambat dalam membayar angsuran
pembiayaan Arrum Haji maka pihak Pegadaian Syariah selain mengingatkan
kembali agar nasabah segera mengangsurnya kembali, terdapat adanya denda
(ta‘wid) yang harus dipenuhi oleh nasabah ditambah dengan angsuran pokok
per bulan, dengan perhitungan denda yang dibebankan kepada nasabah yang
terlambat membayar sebagai berikut:

4% x cicilan pokok perbulan x mu'nah per bulan
30

Penentuan besaran ganti rugi (fa‘wid) tersebut belum sepenuhnya
sesuai dengan syarat sahnya fa ‘wid apabila kerugian yang ditimbulkan bukan
karena kerugaian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya
diperkirakan saja sebenarnya tidak tepat untuk dimintai ¢a‘wid, karena
kerugian tersebut belum pasti dialami dan belum bisa diperhitungkan dengan

jelas.

%4 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 37.
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B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap Denda
Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Blauran Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yag diwakili oleh ibu Wuwuh A.
selaku Asisten Manager cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Blauran
Surabaya, di dalam produk Arrum Haji ini menggunakan akad rahn dan juga
terdapat fa‘wid (ganti rugi) yang ditetapkan bagi nasabah yang melakukan
keterlambatan pelunasan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
cabang Blauran.

Dalam produk pembiayaan Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah
cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu
fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn
(al - Tamlik al - Mautsuq bi al — Rahn). Sedangkan fatwa DSN-MUI nomor
43 Tahun 2004 tentang 7a ‘wid (Ganti Rugi) menjadi landasan ditetapkannya
denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian
Syariah cabang Blauran.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang fa ‘wid (Ganti
Rugi), ketentuan mengenai za ‘wid (ganti rugi) adalah sebagai berikut:

1.  Ganti rugi (ta‘wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang
dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan fa‘wid adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas.

3.  Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka
penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
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4.  Besar ganti rugi (ta‘wid) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (rea/
loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan
bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena
adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-
dhai’ah).

5. Ganti rugi (tawidh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang
menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta
murabahah dan ijarah.

6. Dalam akad mudarabah dan musharakah, ganti rugi hanya boleh
dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah
apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
Selain itu, terdapat ketentuan khusus pada ayat kedua fatwa DSN-MUI

nomor 43 Tahun 2004 tentang 7a’widh (Ganti Rugi) yang menyebutkan

bahwa:

a)  Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai
hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.

b)  Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan
tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

c)  Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang ta‘wid
(Ganti Rugi) yang disebutkan dalam ketentuan khusus poin ketiga
menyatakan bahwa besarnya akad tidak boleh dicantumkan dalam akad. Jadi
dalam ketentuan akad yang disepakati antara nasabah dan Pegadaian Syariah
tidak boleh mencantumkan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh
nasabah apabila ia melakukan keterlambatan pelunasan pembiayaan. Sesuai
dengan poin kedua bahwa jumlah ganti rugi yang besarnya harus tetap dan
sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak Pegadaian Syariah selaku

pihak yang dirugikan, bukan karena kerugian yang hanya diperkirakan dan

nantinya akan bertambah terus menerus sehingga menimbulkan kerugian
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bagi nasabah. Sedangkan pada praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang
Blauran menyantumkan besaran denda sebesar 4% dibagi 30 hari dari
besaran angsuran tiap bulan dalam akad yang harus disepakati oleh nasabah
yang akan melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang
Blauran.

Jika dilihat dari segi kekuatan hukum, fatwa merupakan jawaban
hukum yang sejatinya tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa hanya
dikeluarkan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang muncul dimana
merupakan suatu peristiwa atau suatu permasalahan yang telah terjadi secara
nyata sebelumnya. Pihak yang meminta suatu fatwa, baik perorangan, suatu
lembaga, maupun masyarakat luas tidaklah harus mengikuti isi atau hukum
yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini disebabkan karena fatwa
tersebut tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Namun
demikian, apabila fatwa diadopsi keputusan Pengadilan, maka ia haruslah
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.”>

Dalam menyikapi hal tersebut meskipun fatwa DSN-MUI memiliki
kekuatan hukum yang masih belum mengikat, penulis tetap sejalan dengan
ketentuan yang tercantum di dalam fatwa DSN-MUI yaitu fatwa Nomor
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 7a’wid (Ganti Rugi) yang menjelaskan
bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad yang
harus disepakati di awal antara nasabah dan Pegadaian Syariah cabang

Blauran.

% Yeni Salma Barlinti Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini
adalah beberapa kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan:
1. Mekanisme penentuan besaran ganti rugi (fa‘wid) di Pegadaian
Syariah cabang Blauran yaitu:

4% x cicilan pokok perbulan x mu'nah per bulan
30

Yang harus dibayar oleh nasabah ditambah angsuran per bulan apabila
nasabah terlambat membayar angsuran setiap bulan pada jatuh tempo
yang telah ditentukan. Dana fa’wid tersebut dipisahkan dengan dana
lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat
(DKU).

2. Bahwa mekanisme penentuan besaran ganti rugi (fa‘wid) tersebut
belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya za ‘wid apabila kerugian
yang ditimbulkan bukan karena kerugaian yang riil dan hanya berupa
kerugian yang hanya diperkirakan saja sebenarnya tidak tepat untuk
dimintai fa‘wid, karena kerugian tersebut belum pasti dialami dan
belum bisa diperhitungkan dengan jelas, sedangkan menurut Fatwa
DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang fa‘wid (ganti rugi), praktik
tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan

mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian
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nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan
besaran ganti rugi tersebut di dalam akad yang harus disepakati oleh
nasabah yang akan melakukan pembiayaan Armrum Haji di Pegadaian
Syariah cabang Blauran.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, ada beberapa hal yang dapat
dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan
dampak positif kedepannya untuk kemajuan Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya, bahwa alangkah baiknya apabila dapat melakukan
pembaharuan terkait persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Armrum Haji,
seperti pekerjaan/usaha nasabah serta penghasilan nasabah agar Pegadaian
Syariah dapat melakukan pengawasan terhadap nasabah yang akan
melakukan pembiayaan.

Selain itu, alangkah baiknya apabila Dewan Pengawas Syariah selaku
pengawas jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah untuk
meningkatkan pengawasan supaya praktik yang ada di lapangan sesuai
dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa yang telah dikeluarkan.

Pegadaian Syariah juga dapat memberikan pemberitahuan baik
melalui SMS atau media sosial yang memungkinkan nasabah mendapatkan
peringatan, guna menghindari adanya alasan dari nasabah yang menyatakan

bahwa  keterlembatan  tersebut terjadi  karena  faktor lupa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdillah, Syamsuddin Abu. Terjemah Fathul Qarib. Surabaya: Mutiara Ilmu,
1995.

Abdullah, Samnur. Mekanisme Penetapan Ta’widh di Bank BNI Syariah pada
Produk Hasanah Card. Jakarta: Skripsi S1 FSH UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2012.

Agama, Departemen. A/-Qur’an dan Terjemah. Surabaya: Duta [lmu, 2010.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ensiklopedia Hadits Shahih
Al-Bukhari I Jakarta: Almahira, 2011.

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta, 1998.

Barlinti, Yeni Salma. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem
Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian

Agama R1I, 2010.

Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Hukum [slam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, cet.1. Jakarta: Kencana,
2006.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kencana, 2013.

Imamuddin, Basuni dan Ishaq, Nashiroh. Kamus Konstektual Arab-Indonesia,

Depok: Gema Insani, 2012.

International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Sistem
Keuangan Islam: prinsip dan Operasi, terj. Ellys T, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2015.

Kashiko, Tim Kamus Lengkap Arab Indonesia. Surabaya: Kashiko, 2000.

75



76

Karim, Adiwarman A. Magqgashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan

Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Hukum Perjanjian Dalam Islam,
Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Matua, Pirgon. Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Jakarta:
2003.

Mulazid, Ade Sofyan. Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem
Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: KEMENAG RI, 2012.

Narbuko, Chalid dan Achmad, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi
Aksara, 1997.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2014.Yanggo, Chuzaimah T. Problematika Islam Kontemporer. Jakarta:
LSIK, 1997.

Sabiq, Sayid. Figh Sunnah, Jus I11. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia,
2003.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi. Figh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Syafe’i, Rachmat. Figh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
Timotius, Kris H. Pengantar Metodologi Penelitian. Y ogyakarta: ANDI, 2017.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Fokusmedia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia, 2008

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. Ke III,
Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.

Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 7a’'widh (Ganti Rugi)



77

DAFTAR INTERNET
Pegadaian, “Arrum Haji”, (Internet/Online Resources), diakses 10 Mei 2019

melalui www.pegadaian.co.id

Pegadaian, “Produk”, (Internet/Online Resources), diakses 10 Mei 2019 melalui

www.pegadaian.co.id

Pegadaian, “Visi dan Misi”, (Internet/Online Resources), diakses 10 Mei 2019

melalui www.pegadaian.co.id

WAWANCARA

Wuwuh, Wawancara, (Kantor Cabang Pegadaian Blauran Surabaya), pada

tanggal 15 Mei 2019

Hapsari Wijaya, Wawancara, (Kantor Cabang Pegadaian Blauran Surabaya),

pada tanggal 15 Mei 2019


http://www.pegadaian.co.id/
http://www.pegadaian.co.id/
http://www.pegadaian.co.id/

